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S
etiap kasus mungkin
ada hikmah di ba -
lik nya, termasuk ka-
sus Sampang kira -
nya bisa membuka
mata dan memberi

peluang interaksi positif untuk
tu juan menjernihkan masalah.
Rupanya berbagai pernyataan
yang merespons perkara Sampang
cukup banyak dan beragam. Ba -
rangkali, ini merupakan indikasi
besarnya perhatian umat terhadap
persoalan agama. 

Kritik-kritik yang ditujukan
dan ataupun respons yang ada
selama ini saya kira sudah cukup
proporsional, termasuk yang telah
memberikan pernyataan dan opini
dalam konteks ini adalah al-Akh
Haidar Bagir yang menjawab ar-
tikel Insists (Republika, 20 Januari
2011) tentang tawaran solusi da -
mai. Saudara Bagir yang termasuk
paling rajin menerbitkan buku-
buku Syiah telah memaparkan
“ti ga kelemahan” versi beliau—
yang sesungguhnya dalam konteks
ini perlu dilengkapi agar tidak
menimbulkan asumsi yang ke-
liru.

Pertama, soal generalisasi. Ka-
jian tentang Syiah Itsna Asyariah
(Syiah 12) tidak digeneralisasi se-
bab kepustakaannya paling ba -
nyak dan mudah didekati ketim-
bang Syiah yang lain, seperti Is-
mailiyah, Kaisaniyah, dan Qura-
biyah. Kitab-kitab rujukan Syiah
Itsna Asyariah atau Ja’fariah ada -
lah kitab Empat (al-Kutub al-Ar-
ba’ah, yaitu: Al-Kafi, Man La Yah -
dhuruhul Faqih, Tahdzib al-Ah -
kam, dan Al-Istibshar), dan paling
otoritatif adalah Al-Kafi yang di
dalamnya ada bab “Al-Hujjah”
berisi argumen penting tentang

po kok-pokok agama (Ushul al-
Dien). 

Misalnya, teks Al-Kafi ketika
menyebut kitabullah mengatakan
bahwa “Alquran yang diturunkan
Jibril kepada Nabi Muhammad
itu 17 ribu ayat. (Al-Kafi, I/634).”
Ka rena itu, Abu Ja’far bersabda
bahwa “Siapa yang mengaku me -
ngumpulkan seluruh isi Alquran
sebagaimana diturunkan, maka
ia pembohong. Tidak ada yang
menghimpun dan menghafalnya
seperti apa yang diturunkan oleh
Allah kecuali Ali bin Abi Thalib
dan para imam sesudahnya.” (Al-
Kafi, I/228). Inilah yang tersurat
di dalam teks hadis Syiah Itsna
Asyariah. 

Karena itu, jika ada pendapat
lain (tersirat) yang menerima
Mushaf Usman sebagaimana dise-
butkan al-Akh Haidar, tentu an-
tagonistis dengan realitas ini.
Apalagi Usman pun tidak luput
dari diskualifikasi mayoritas Syi-
ah sehingga timbul pertanyaan,
bagaimana mungkin mushafnya
diterima, tetapi yang menghim-
punnya dicerca.

Sementara itu, perlu diketahui
bahwa Al-Kafi yang disusun oleh
Imam al-Kulayni (wafat 329 H)
ini telah banyak mendapat puji-
pujian dari para imam dan pem-
besar ulama Syiah sendiri. Misal -
kan, an-Nury yang yakin bahwa
Al-Kafi sudah dikoreksi Imam
Mahdi (An-Nury malah menga -
rang kitab berjudul Fashl al-Khi -
tab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabb
al-Arbab, yang meyakinkan Al -
quran mengalami ‘tahrif besar-
besaran’. Dan, ini sejalan dengan
ulama ahli hadis Syiah lainnya,
seperti al-Kufi, al-A’yasyi, dan
an-Nu’many). 

Di samping itu, an-Najashi me -
nyebut al-Kulayni sebagai “orang
paling tepercaya” (authaq al-Nas),
sedangkan Syekh al-Mufid me -
nyebut karyanya sebagai “kitab
paling agung” dan al-Astabaradi

mengatakan bahwa “belum ada
sebuah kitab yang ditulis dalam
Islam yang dapat menyamai Al-
Kafi. Majalah Waris No 14/Th
IV/Muharram-Safar 1419 H, hlm
13 (yang diterbitkan Kedubes Iran
di Jakarta) menyebut hadis-hadis
al-Kulayni ini telah “diakui lawan
dan kawan”. 

Berdasarkan sumber dari Syiah
sen diri, ini bermula da ri keya -
kinan yang berbeda de ngan ma -
yoritas mengenai Alquran terse-
but, bukan sekali-kali karena gen-
eralisasi, apalagi bermaksud un-
tuk menukil pandangan yang gan-
jil (syadz) sebagaimana dike-
mukakan.

Kedua, pandangan yang meng -
ambil contoh adanya khazanah
yang mengatakan bahwa terdapat
pernyataan Alquran tidak lengkap
bukanlah pandangan Sunni. Rasa -
nya mungkin saja ada riwayat
yang menulis seperti itu, tetapi
tidak mewakili pandangan jumhur
(mayoritas ulama). Apalagi, kebia -
saan segelintir penulis Syiah ada
yang suka menyamar (dalam ke-
masan taqiyah) sebagai Sunni se-
hingga khazanah ini digunakan
sebagai rujukan yang kemudian
dengan lantang dikatakan “Hadza
min Ahlis Sunnah….” (Ini dari
ah lusunah). 

Perlu ada verifikasi (tarjih) atas
data-data yang menyimpang itu
secara serius, terutama dari pa ra
mufasir yang otoritatif agar ke -
mudian tak ada dusta setelah itu.

Ketiga, soal Sayyidina Ali bin
Abi Thalib yang sering dikatakan
80 tahun atau ada yang menye-
butkan 70 tahun, bahkan 100 ta -
hun dikecam di atas mimbar. Ta -
ruhlah riwayat ini benar (hadis
Na bi saja dipalsukan, apalagi ri-
wayat sesudah beliau SAW wafat). 

Tetapi, mengapa harus di -
kaitkan dengan ahlusunah?
Bukankah sejak awal yang menge-
cam Ali bin Abi Thalib itu kaum
Khawarij, bah kan sampai mem-

bunuhnya? Malah, sesudahnya
pun mereka tetap saja mencerca
Ali dan ke luar ganya. Jelas bahwa
perbuatan buruk itu tidak pernah
menjadi kesepakatan ahlusunah
waljama ah (aswaja). Karakter
aswaja tak pernah berubah dalam
menghormati dan mengagungkan
Ahl Bayt Rasulullah SAW, tetapi
tentu saja tanpa ghuluw dan pen-
gultusan.

Keempat, saya menghormati
‘fat wa’ Ayatullah Ali Khomenei
yang melarang penghinaan terha -
dap Sunni. Namun, apakah Kho -
meini tahu yang terjadi di lapang -
an; di mana para tamatan Qum
yang pulang ke Tanah Air menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari
gerakan syiasisasi yang lantas
menyebabkan Sunni cemas? 

Juga, apakah sudah tahu masih
terus berlangsungnya penistaan
terhadap para pemuka sahabat
dan kedua istri Nabi SAW (‘Aisyah
dan Hafshah), pelecehan terhadap
hadis-hadis Bukhari dalam ke-
masan “kajian ilmiah sejarah” se -
bagai pembenar? 

Selain itu, ada penguasaan
masjid yang kemudian azan
Maghribnya diundur sampai gelap
malam. Ada pula pengambilalihan
madrasah, kemudian diganti asas-
nya dari aswaja. Inilah hakikatnya
yang menjadi pemicu ketegangan
antara Sunni-Syiah selama ini
yang perlu di  pa hami de ngan penuh
kearifan.

Menurut saya, ketegangan Sun-
ni-Syiah ini harus segera dicari
solusinya untuk tujuan Indonesia
yang damai. Hemat saya, metode
yang terbaik adalah kita mencari
akar permasalahannya terlebih
dahulu sembari melakukan pence-
gahan. 

Penulis setuju dengan per -
nyataan Prof DR Mahfud MD
tatkala merspons kasus Sampang:
adili pelaku kekerasan, tetapi juga
adili yang melakukan penista -
an/pe no daan agama. �

Kritik Syiah
Sudah Proporsional

(Tanggapan untuk Haidar Bagir)
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Sungguh rasa duka kita amat dalam untuk para korban pengemudi
teler di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Ahad (22/1) siang.
Sembilan orang meninggal dalam tragedi itu. Sebagian berasal dari
satu keluarga di Jawa Tengah yang habis berwisata ke Monumen
Nasional (Monas). Sebagian lagi  remaja-remaja yang baru tuntas
bermain futsal.

Lagi-lagi, kita menyaksikan betapa kejinya dampak
ketidakwarasan akibat mengonsumsi barang haram. Pengemudi
minibus maut tersebut, berdasarkan temuan polisi, menghabiskan
malam dengan berpesta di sebuah hotel, menenggak berbagai jenis
minuman keras (miras) di sebuah kafe, lalu menjemput pagi dan
menghisap narkoba di sebuah klub malam. Ia kemudian melakukan
tindakan yang di negara-negara lain termasuk kejahatan berat:
Menyetir dalam kondisi teler.

Kita menyaksikan dalam tragedi itu, di satu sisi, kebejatan perilaku
warga; dan di sisi lain, ketidakhadiran negara. Bagaimana bisa
sekelompok orang begitu leluasa minum-minum dan mengonsumsi
narkoba kemudian salah satu dari mereka mengemudi dengan
kecepatan tinggi tanpa kemampuan kontrol sama sekali. Pejalan kaki
yang paling waspada sekali pun takkan bisa menghindar dari
ancaman seperti ini.

Di antara negara-negara se-ASEAN saja, kita termasuk negara
yang lemah dalam penegakan hukum terkait miras dan narkoba.
Singapura dan Malaysia yang lebih maju dari kita tak segan
menghukum berat penjahat narkoba, termasuk dengan hukuman mati,
dan benar-benar membatasi peredaran minuman keras. Juga dalam
hal pornografi, mereka jauh lebih ketat dibandingkan negeri kita. Niat
mereka jelas, hendak melindungi kelompok terbesar masyarakat yang
waras dan produktif.

Negara tampak absen karena seorang pengemudi teler bisa
menyetir berkilo-kilometer dari klub malam di Jakarta Barat hingga
membunuh sembilan orang di kawasan Monas-Tugu Tani, Jakarta
Pusat. Negara juga absen dalam masalah hukum ini ketika kita
mendengar peredaran narkoba terjadi justru dengan kendali para
bandar dari lembaga-lembaga pemasyarakatan melalui fasilitas
telepon seluler yang dengan leluasa mereka genggam.

Hukum adalah wilayah negara. Tak ada satu pun hak privat yang
dapat mengatasi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara,
termasuk ‘hak’ untuk teler. Pengguna narkoba di negeri kita dalam
ukuran tertentu diampuni karena dipandang sebagai pribadi korban
yang harus disembuhkan dan direhabilitasi. Lalu, bagaimana kita bisa
mengukur bahwa mereka sedang berada di wilayah pribadi dan
takkan mengganggu orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa
orang lain?

Negara takut berperan karena cemas melanggar hak-hak pribadi
itu. Beberapa pekan lalu, negara lewat Kemendagri merespons secara
berlebihan tuntutan untuk “membebaskan’’ peredaran miras di
daerah-daerah dengan mengharamkan perda-perda pelarangan miras.
Ketika para pemimpin dan pemikir di negara-negara demokrasi kian
menyerukan pentingnya penegakan hukum di atas kepentingan
pribadi, kita masih bangga karena memberikan hak pribadi seluas-
luasnya hingga tak tampak lagi hukum. �

Tajuk 

Hukum Teler

Teuku Zulkhairi

Mahasiswa Pascasarjana 
IAIN Ar-Raniry
Banda Aceh

M
enjelang pe -
mi lukada, si -
tuasi Aceh di
tingkat elite
penuh dengan
gejolak. Ber -

bagai manuver dijalankan demi
ambisi dan kepentingan masing-
masing partai. Ironisnya, dalam
kondisi seperti ini ternyata nyawa
masyarakat tidak segan-segan di -
pertaruhkan. Sejak penembakan
dilakukan di Aceh Timur, kemu-
dian di Aceh Utara, Bireuen, Ban-
da Aceh, dan terakhir di Aneuk
Galong Aceh Besar telah menebar
suatu ketakutan di tengah-tengah
masyarakat serta mengingatkan
kembali pada saat konflik Aceh
masa lalu.

Ny awa manusia dijadikan per-
taruhan demi ambisi politik pi-
hak-pihak tertentu. Apa yang ter-
jadi di Aceh memang sulit untuk
digambarkan. Yang jelas konflik
regulasi pemilukada ini benar-
benar telah menjadi persoalan be-
rat bagi rakyat Aceh.

Konflik kepentingan
Konflik ini bermula ketika

fraksi Partai Aceh (PA) di legislatif
tidak menerima keputusan Mah -
kamah Konstitusi (MK) yang me -
le galkan keikutsertaan calon in-
dependen dalam pilkda di Aceh.
Sikap fraksi PA di legislatif Aceh,
yang merupakan partai lokal (par-
lok) terbesar di Aceh adalah sikap
resmi PA. 

Dalihnya, keputusan MK
bertentangan dengan Undang-
Un dang Pemerintahan Aceh
(UUPA), yang notabenenya meru-
pakan turunan dari Memorandum
of Understanding (MoU) yang da -
hulu ditandatangani di Helsinki
oleh perwakilan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan perwakilan

Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam UUPA itu, memang di -

sebutkan keikutsertaan calon in-
dependen di Aceh hanya satu kali,
yakni di masa peralihan Aceh
dari konflik ke damai. PA meng -
anggap, jika pasal tentang calon
independen ini dicabut dari
UUPA, bisa dipastikan pasal-pasal
lain kelak akan mudah juga untuk
dicabut. Ini sesuatu yang begitu
tidak diinginkan oleh Partai Aceh.
Dengan alasan apa pun, bagi me -
re  ka, setiap pasal dalam UUPA
adalah harga mati. Dicabutnya
sa lah satu pasal dari UUPA diang -
gap sebagai usaha untuk merusak
perdamaian.

Mengkhianati perjanjian damai
yang telah disepakati. Penggero-
gotan pasal-pasal dalam UUPA
akan dimaknai sebagai upaya un-
tuk mengakhiri kesepakatan da -
mai. Namun, beberapa pengamat
memprediksi, PA yang merupakan
transmisi ideologi GAM saat ini
tidak akan menempuh jalur kon-
flik lagi di tengah realita berbagai
sarana dan prasarana negara yang
telah mereka genggam.

Namun, prediksi tersebut ter -
nya ta tidak kuat dan meleset. PA
secara organisatoris terbukti tidak
mendaftarkan calonnya satu orang
pun hingga batas terakhir yang
di berikan oleh Komisi Independen
Pemilihan (KIP) untuk ikut dalam
prosesi pemilukada di Aceh. PA
ber    sikeras pelaksanaan pemiluka-
da di Aceh bertentangan dengan
UUPA. Bahkan, PA juga tidak
men daftar saat pendaftaran sesi
ke dua kembali atas keputusan
MK.

Namun di sisi lain, mereka
yang menuntut hadirnya calon
in dependen di Aceh juga memiliki
landasan yuridis yang jelas, yaitu
calon independen adalah hak se-
tiap warga negara yang pada
akhir nya, MK juga mengabulkan
permohonan untuk melegitimasi
keikutsertaan calon independen
di Aceh. 

Keikutsertaan calon inde -
penden ini dianggap juga tidak

menodai amanat MoU yang dulu
ditandatangani pihak GAM dan
perwakilan NKRI di Helsinki.

Walaupun demikian, konsis-
tensi KIP Aceh dengan segala lan-
dasan yuridis yang mereka pegang
pada akhirnya memaksa PA untuk
menerima kehadiran calon inde-
penden di Aceh. Permasalahan
se lanjutnya adalah PA ternyata
tetap meminta agar diperbolehkan
untuk tetap bisa mengikuti pe -
milukada. Setelah terjadinya aksi
kekerasan yang dianggap berbagai
pihak sebagai manuver untuk pe-
nundaan pemiluakada, situasi
Aceh kembali mencekam.

Karena alasan ini, Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Gama -
wan Fauzi akhirnya mendu kung
untuk dibuka kembali pen daf -
taran kontestan pemilukada di
Aceh. Kemendagri meminta ke -
pada Mahkamah Konstitusi (MK)
agar diberi kewenangan untuk
melakukan penundaan Pemi -
lukada Aceh dan berwenang mem-
buka kembali pendaftaran pa -
sang an kandidat, dengan alasan
Aceh berbeda dengan daerah lain
dalam berbagai hal. Khususnya,
karena Aceh memiliki UU sendiri
(UUPA) dalam menjalankan pe -
me rintahannya serta situasi Aceh
yang memiliki potensi kembali
lagi ke masa konflik.

Keputusan solutif
Dalam kondisi seperti ini, meski

wibawa pemerintah pusat diang-
gap jatuh, perdamaian Aceh harus
diselamatkan. Maka itu, solusi
yang tepat ketika akhirnya MK
mengeluarkan keputusan sela
yang memerintahkan KIP Aceh
membuka kembali pendaftaran
ba kal calon pasangan guber nur/ -
wa kil gubernur, bupati/wakil bu-
pati/wali kota/wakil wali kota
da lam Pemilukada Aceh selama
tujuh hari setelah putusan diucap -
kan. Putusan tersebut tidak meng -
ubah jadwal tahapan pencoblosan
yang telah ditetapkan pada 16
Februari 2012 nanti.

KIP dalam hal ini harus mene -

ri ma keputusan tersebut. Ketua
KIP Aceh juga tidak perlu mundur
dari jabatannya sebagai ancaman -
nya beberapa waktu lalu karena
pasti akan dicurigai oleh salah
sa tu pihak ketidakindependen-
siannya selama ini. KIP harus
menjalankan amanah hukum ini
dengan sebaik-baiknya.

Kita berharap agar keputusan
sela MK ini tidak hanya meng -
akhiri pertumpahan darah suku-
su ku tertentu di Aceh, menghi-
langkan trauma masyarakat Aceh,
mencegah terjadinya intimidasi
berkelanjutan, tapi juga demi ke-
pentingan yang lebih besar, yaitu
berlanjutnya pembangunan Aceh
dalam situasi damai.

Pascaperdamaian yang lalu,
pem bangunan di Aceh kian ber -
geliat. Meski begitu, pada bebera -
pa persoalan pembangunan dan
amanah perdamaian itu belum
ter wujud sepenuhnya. Kita berha -
rap tidak ada lagi konflik regulasi
pemilukada di Aceh, karena me-
mang kedamaian Aceh lebih pen -
ting dari sekadar pemilukada.

Namun, hal yang perlu dicatat
adalah pentingnya memberikan
pembelajaran politik bagi rakyat.
Konsisten terhadap aturan dengan
tidak mempermainkannya itu
pen ting. Rakyat perlu diberikan
contoh teladan dalam menaati
regulasi yang berlaku agar konflik
regulasi tidak terjadi lagi pada
ma   sa yang akan datang. Mereka
juga perlu diajarkan untuk mela -
wan setiap intimidasi yang dilan -
carkan oleh pihak manapun.

Saat ini, masyarakat Aceh cen-
derung telah keluar dari bayang-
bayang ketakutan. Beragam suara
dari berbagai kalangan telah di -
munculkan untuk melawan praktik
intimidasi dalam model apa pun.
Tidak sebagaimana masa-ma sa
konflik dulu saat masyara kat ba -
nyak yang tidak berani ber suara
melawan praktik intimidasi. Se-
mangat ini harus dipelihara un -
tuk terus mengawal pemba ngun -
an Aceh ke depan yang lebih baik.
Semoga. �

:: suarapublika ::
Membaca Konflik Aceh Dispenser Miyako di Carrefour Serang

Mengecewakan

Pada 11 Desember 2011, saya membeli dispenser merek Miyako tipe WD-190 H
(Hot and Cool) di Carrefour Serang, Banten. Setelah kami bawa pulang dan menggu-
nakannya, pada 30 Desember 2011, dispenser tersebut rusak sebab kedua keran-
nya sama-sama mengeluarkan air panas. Kami sangat kecewa dengan kualitas dis-
penser Miyako sebab belum satu bulan sudah mengalami kerusakan.

Kami sudah menghubungi toko tempat kami membeli, yakni Carrefour Serang,
dan menanyakan apakah bisa ditukar karena kondisinya rusak seperti itu. Jawaban
yang kami terima sungguh mengagetkan karena garansi toko hanya seminggu sete-
lah pembelian. Selanjutnya, mereka menyarankan untuk dibawa ke tempat servis
resminya yang ada di Cilegon, Banten.

Ini sungguh merepotkan kami karena tempat servisnya cukup jauh. Karena kece-
wa, kami terpaksa tidak menggunakan dispenser tersebut. Bersama ini, saya
mengimbau para konsumen yang bermaksud membeli dispenser ataupun produk
rumah tangga lainnya dengan merek Miyako, hendaknya berhati-hati agar tidak ter-
tipu.

Faril Azis
Puri Citra Blok D2 No. 07 Pipitan, Walantaka, Serang

SMP IT Nururrahman Depok
Klarifikasi

Bersama surat ini, kami atas nama SMP IT Nururrahman ingin menyampaikan
klarifikasi kami atas pemberitaan Harian Republika yang terbit pada Rabu, 11 Janu-
ari 2012, halaman 21 tentang penolakan sekolah atas calon siswi miskin di SMP IT
Nururrahman sebagai berikut.

Pertama, siswi tersebut tidak diterima di SMP IT Nururrahman karena kurang
memenuhi standar akademik, bukan karena siswi tersebut anak yatim (seperti yang
diberitakan secara luas) yang dikhawatirkan tidak mampu menunaikan kewajiban
pembayaran, mengingat sekolah kami juga memberikan beasiswa berprestasi untuk
siswa/siswi yang berprestasi dan keringanan untuk anak yatim serta siswa yang ku-
rang mampu.

Kedua, keringanan pembiayaan disampaikan oleh ibu siswi tersebut kepada ket-
ua PSB dan ditindaklanjuti ke kepala sekolah dan telah mendapat persetujuan bah-
wa keringanan akan diberikan setelah siswi tersebut lulus tes akademik.

Ketiga, sekolah memiliki prosedur bahwa setiap siswa/siswi yang masuk harus
memenuhi standar tes akademik dan psikotes, begitu juga dengan siswi terkait.
Kami telah memiliki data psikotes siswi tersebut. Adapun untuk akademik, kami
melakukan tes materi akademik di semester ganjil berdasarkan standar kompetensi
yang pernah dipelajari siswi di sekolah sebelumnya.

Keempat, keterlambatan penginformasian hasil tes terjadi pada Sabtu, 7 januari
2012, karena ada satu guru bidang studi yang belum mengumpulkan nilai tes,
mengingat pada saat itu merupakan liburan semester ganjil.

Kelima, pada Sabtu, 7 Januari 2012 pukul 09.00, pihak panitia telah
menghubungi Ibu Risnawati dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambat-
an yang terjadi dan menjanjikan untuk mengumumkan pada saat Zhuhur karena guru
yang bersangkutan baru bisa mengumpulkan nilai pada saat Zhuhur. Dan, sekitar
pukul 12.30, pihak panitia pun mengumumkan hasil tes siswi terkait.

Semoga perisitiwa ini memberikan pembelajaran penting buat kita semua,
khususnya lembaga pendidkan kami. Demikian surat ini kami sampaikan, dan teri-
ma kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Ahmad Basyari SPdI
Kepala Sekolah SMP IT Pesantren Nururrahman, Depok
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